
 

 

 
 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN WAJO 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN WAJO 

NOMOR 027 TAHUN 2026 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO 

 
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian Negara di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo 

sebagai akibat kelalaian perbuatan melanggar hukum 

yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Bukan 

Bendahara, Pejabat lainnya dan Pihak Ketiga perlu 

dilakukan upaya penyelesaian kerugian Negara; 

b. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian 

Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Tim 

Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Wajo; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 



 
 

 
 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 

Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode 



 
 

 
 

Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6267); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6718); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang 

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 588); 



 
 

 
 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 

tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

991); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara 

(Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 791); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 

tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab 

Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

20); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan 

Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1018); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 

tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065); 



 
 

 
 

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan 

Tahun Anggaran 2020; 

19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian 

Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 147); 

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 414); 

21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 786); 

22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 



 
 

 
 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi danTata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826); 

23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 

tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 

Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 1188); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO. 

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan 

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Wajo beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang dengan 

jumlah ganjil yang terdiri dari: 

1. Sekretaris sebagai Pengarah; 

2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik 

sebagai Ketua merangkap anggota; 

3. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan 

Hukum sebagai Sekretaris; 

4. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat 

dan Sumber Daya Manusia sebagai Anggota; 

5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan informasi 

sebagai Anggota; 



 
 

 
 

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari keputusan ini. 

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara 

dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas 

sebagai berikut: 

1. Verifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan 

cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan 

melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban; 

2. Penetapan pihak yang bertanggung jawab; 

3. Perhitungan besaran jumlah kerugian negara secara 

nyata dan pasti; 

4. Penilaian terhadap harta kekayaan milik pihak yang 

bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai jaminan 

penyelesaian kerugian negara; 

5. Penetapan/penetapan kembali pembebanan ganti 

kerugian negara atau penghapusan/pembebasan 

pengenaan ganti kerugian negara;. 

6. Pengusulan/pengusulan pertimbangan/pertimbangan 

kembali atau pemberian kembali mengenai pembebanan 

ganti kerugian negara atau tentang 

penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian 

negara; 

7. Penyelesaian TP/TGR atas penetapan ganti kerugian 

negara melalui penyelesaian secara damai atau secara 

paksa; 

8. Penyampaian penetapan pengenaan ganti kerugian 

negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti 

kerugian negara beserta penyelesaian TP/TGR; 



 
 

 
 

9. Penelitian kembali atas banding/keberatan setiap 

penetapan pembebanan ganti kerugian negara; 

10. Penelitian pola atau modus kerugian negara terjadi 

untuk tindak pencegahan kerugian negara di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo; 

11. Penatausahaan, pencocokan data perkembangan, dan 

pembuatan laporan perkembangan penyelesaian 

kerugian negara. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Sengkang 
pada tanggal 16 Januari 2026 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN WAJO, 

 

 

              AMINUDDIN YUNUS 
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PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN WAJO 

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN  
DALAM TIM 

1 2 3 4 

1 Aminuddin Yunus, S.IP 
 

Sekretaris KPU 
Kabupaten 

Pengarah  

2 Wahdiana, SE Kepala Sub Bagian 
Keuangan, Umum dan 

Logistik 

Ketua merangkap 
Anggota 

3 Fadly.M, S.Sos., M.A.P Kepala Sub Bagian 
Teknis Penyelenggaraan 

Pemilu dan Hukum 

Sekretaris 

Kepala Sub Bagian 
Partisipasi Hubungan 
Masyarakat dan SDM 

Anggota 

5 Andi Amisar, S.H., M.H Kepala Sub Bagian 
Perencanaan, Data dan 

Informasi 

Anggota 

 

Ditetapkan di Sengkang 

pada tanggal 16 Januari 2026 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN WAJO, 

           AMINUDDIN YUNUS 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO 
NOMOR 027 TAHUN 2026 
TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN 
KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO 
 

4 Andi Antarisna Taury Nawir, 
S.IP 
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